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 Skripsi ini memiliki 2 pokok permasalahan yang akan di bahas oleh 
penulis, yaitu: Bagaimanakah bentuk penyalahgunaan obat di Kabupaten Gowa dan 
Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap penyalahguna obat Daftar G di 
Kabupaten Gowa. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana bentuk 
penyalahgunaannya sehingga dapat diketahui bagaimana cara menanggulanginya 
dan bagaimana Penerapan sanksi kepada pelaku penyalahgunaan obat daftar G ini. 
Manfaatnya agar kita dapat mengetahui bagaimana bentuk  dan efek dari obat 
tersebut agar kita dapat menjauhi dan saling mengingatkan antar sesame bahwa hal 
tersebut tidak baik untuk badan kita.  
 Untuk memperoleh data tersebut, maka penelitian dilakukan dengan cara 
yuridis normatif yang berdasarkan dengan teori, konsep, asas hukum dan undang-
undang yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu kumpulan kalimat yang dikumpulkan 
berdasarkan penelitian lapangan, wawancara dan observasi. Dan penelitian ini 
dilakukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan beberapa pengguna obat daftar 
G.  
 Hasil penelitian yang mana bentuk penyalahgunaannya yaitu dengan cara 
mengkonsumsi secara berlebihan tanpa adanya resep dokter dan tidak di beli pada 
Apotek yang memiliki Apoteker yang ahli dalam memberikan resep obat, yang 
mana obat ini merupakan obat golongan keras yang seharusnya hanya digunakan 
bagi orang yang telah melakukan operasi. Banyaknya pengedar yang juga 
menyalahgunakan obat tersebut dengan menjualnya kepada orang-orang yang tidak 
dalam keadaan sakit dan juga tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan obat 
tersebut dan bukan merupakan pemilik Apotek maupun Apoteker. 
 Seharusnya pihak berwajib lebih memperketat penjagaan bagi para penerus 
bangsa agar tidak ada kesempatan untuk melakukan hal ini dikarenakan ini akan 
merusak moral dan badan penerus bangsa kita, dan berikan sanksi yang setimpal 






A. Latar Belakang Masalah 
Kehidupan mayarakat pada umumnya selalu identik dengan hukum karena 
segala perbuatannya bisa di sebut dengan perbuatan hukum, dimana perbuatan 
hukum yang dimaksud di sini yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek 
hukum dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang malawan hukum dan 
akibatnya di atur oleh hukum.1 
 Semua bidang telah di atur oleh hukum, termasuk dalam bidang kesehatan 
yang dimana banyaknya orang atau masyarakat yang membutuhkan perawatan 
kesehatan agar dapat tetap hidup dengan sehat  
Setiap masyarakat membutuhkan obat entah apapun penyakitnya itu bahkan 
seorang yang mempunyai penyakitpun memiliki jumlah obat yang sangat 
banyak agar iya dapat sembuh dengan cepat atau dengan menemukan rasa 
nyaman dan tak merasakan sakit sedikitpun.  
 Akan tetapi karena banyaknya pengguna obat, maka banyak juga pengedar 
obat yang tanpa izin mengedarkan obat-obat yang memiliki dosis tinggi tanpa 
adanya resep dokter kepada masyarakat, dari yang kecil, remaja hingga orang 
dewasa. Penggunaan obat yang memiliki dosis tinggi tanpa resep yang di berikan 
oleh dokter atau tanpa sepengetahuan seorang dokter maupun apoteker dapat 
                                                             
R. Soeroso, S.H., “Pengantar Ilmu Hukum”, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), hal 291 
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menimbulkan masalah kesehatan atau ketergantungan yang dapat merusak 
mental penggunanya. 
Dikalangan remaja saat ini telah marak pengedaran yang namanya obat 
Daftar G, dimana obata Daftar G ini biasanya dikonsumsi oleh pasien yang telah 
melakukan operasi. Penggunaan obat ini biasanya digunakan oleh para remaja 
agar dapat menemukan rasa kepercayaan diri yang tinggi.  
 Di kalangan masyarakat mulai dari pelajar hingga orang dewasa banyak di 
jumpai pengguna obat yang termasuk dalam golongan G, tanpa pemeriksaan 
melalui dokter terlebih dahulu dan mendapatkan resep dokter atau tanpa 
persetujuan dari apoteker.  
 Penyalahgunaan obat pada golongan G ini akan membuat pengguna menjadi 
lebih kuat, rilex, santai dan membuatnya berada dalam keadaan yang  
menyenangkan tanpa batas dan ketakutan yang menyelimuti pada saat tanpa 
menggunakan obat. Obat yang di maksud dalam golongan G yaitu semacam 
Daftar G,, thirex, PCC dan lain-lain. 
 Saat ini anak-anak remaja sudah mendapatkan zat yang bercaun bagi 
kesehatannya sendiri dengan menggunakan obat-obat tanpa ada resep dari 
dokter. Remaja saat ini mengkonsumsi obat secara berlebihan dengan maksud 
untuk mendapat kesenangan sementara yang dapat membuatnya merasa 
melayang dan terbang bagai di angkasa. Kebanyakan yang menjadi pengedar 
bagi anak-anak remaja saat ini adalah teman seumuran atau melainkan 
masyarakat yan telah bekeluarga. Dimana yang menjadi target penjualan adalah 
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anak pelajar sedari tingkat SMP-SMA. Anak yang di maksud disini ialah anak 
yang belum berumur atau di bawah umur 18 tahun, yang belum berkelurga dan 
termasuk anak yang berada dalam kandungan.2 
  Semakin majunya teknologi di kalangan masyarakat semakin mudah pula 
masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan mudahnya orang 
mendapatkan pemasukan obat,! maka perdagangan obat pun semakin hari 
semkain meningkat. Dengan mudahnya orang melakukan jual beli secara online 
dan dengan mudahnya proses jual beli obat saat ini maka pengedaran obat 
golongan G atau bisa kita khususkan dengan obat Daftar G akan gampang 
beredar dan terjual di mana saja. 
  Maraknya penggunaan obat-obatan yang terkhusus obat Daftar G di 
kalangan remaja ini membuat orang tua semakin khawatir akan  perkembangan 
anaknya. Obat Daftar G termasuk dalam golongan G yang berarti golongan obat-
obat yang keras karena apabila digunakan secara berlebihan dapat 
membahayakan, meracuni tubuh dan bahkan dapat menimbulkan kematian. 
  Kebanyakan anak muda mengkonsumsi obat Daftar G ini biasanya di 
gunkan apabila ada yang ingin dia lakukan untuk mendapatkan kepercayaan diri 
yang tinggi. Karena apabila Daftar G di gunakan sebelum melakukan sesuatu 
maka tingkat percaya diri seseorang akan meningkat dan semakin bisa 
melakukan apapun dengan santai tanpa merasa malu.  
                                                             
Undang-undang Perlindungan Anak (Yogyakarta, Legality, 2017) hal.8 
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  Penggunaan obat secara berlibahan akan membuat tubuh kita mudah rapuh 
dan membuat kita ketergantungan terhadap obat yang selalu di konsumsi, orang 
yang sakitpun tidak akan tahan meminum obat-obatan secara berlebihan, 
bagaimana dengan kita yang sedang sehat memungkinkan kita mengkonsumsi 
obat secara berlebihan. Seandainya tubuh kita dapat berbicara maka tubuh kita 
akan mengatakan bahwa iya tak kuat di pengaruhi oleh obat-obatan itu.  
  Perlu di tindak lanjuti, penggunaan obat Daftar G dikalangan remaja dapat 
merusakk generasi bangsa yang akan meneruskan tahta-tahta yang ada di 
Indonesia ini. Maka dari itu kita harus basmi pengedaran mulai dari sekarang 
agar dapat melihat anak kita tumbuh dengan baik.  
  Seharusnya pengedaran obat di kalangan masyarakat harus di basmi 
menggunakan teguran dengan cara memberikan sanksi yang berat agar dapat 
memebrikan efek jera bagi pengedar yang telah tertangkap dan meberikan rasa 
takut kepada pengedar yang belum tertangkap.  
 Maka dari itu saya mengangkat judul “ Tinjauan Hukum Terhadap Tindak 
Pidana Penyalahgunaan Obat Daftar G Oleh Pengedar Tanpa Izin Di 
Kabupaten Gowa”.  
B. Rumusan Masalah  
 Melihat dari permasalahan latar belakang di atas, maka dari itu penulis 
merumuskan permasalahannya sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah bentuk penyalahgunaan obat daftar G di Kabupaten Gowa? 
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap penyalahguna obat Daftar G 
di Kabupaten Gowa ? 
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C. Fokus Penelitian  
 Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian pada judul Tinjauan 
Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Daftar G di Kabupaten 
Gowa. Maka dari itu, kami mengambil fokus penelitian sebagai berikut:  
1. Tindak Pidana  
  Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diantaranya 
yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun 
perbuatan yang dapat dipidana. Kata Strafbaar feit terdiri dari 3 kata, 
yakni straf, baar dan feit. Berbagai istilah yang digunakan sebagai 
terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai pidana 
dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, 
sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, 
pelanggaran dan perbuatan.  
  Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan di 
ancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan 
yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh 
hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif  (tidak berbuat sesuatu yang 
sebenarnya diharuskan oleh hukum). 
2.  Obat Daftar G  
 Obat Daftar G adalah obat dengan fungsi untuk membantu mengurangi 
rasa sakit yang sedang hingga cukup parah. Daftar G mirip dengan analgesik 
narkotika. Ia bekerja di otak untuk mengubah bagaimana tubuh Anda 
merasakan dan merespon rasa sakit. 
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D. Kajian Pustaka  
Dari beberapa penelusuran yang telah dilakukan, tidak di temukan 
penelitian yang secara spesifik sama dengan penelitian ini dan tidak banyaknya  
buku yang membahas tentang masalah ini. Namun, ditemukan beberapa 
penelitian yang memiliki pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini. 
Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut: 
1. Skripsi Ahmad Kawakiby, yang berjudul: Tijauan Kriminologis 
Penyalahgunaan dan Peredaran Obat-obatan Daftar G di Kota Makassar. 
Diliat dari judul hanya beberapa yang menyerupai judul dari yang penulis 
teliti, karena penelitian yang di pilih oleh penulis tentang tinjauan yuridis 
dan efektifitas penjatuhan sanksi atau hukuman bagi pengedar obat Daftar 
G. 
2. Skripsi Akbar Yadi, yang berjudul: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Peredaran Obat Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor: 
05/Pid.B/2017/Pn.Mks), yang mana persamaan dari skripsi ini 
menggunakan pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 
Tah3un 2014 Tentang Kesehatan. Perbedaanya yaitu skripsi ini fokus 
dengan pengedaran obat sedangkan penulis membahas tentang 
penyalahgunaan yaitu pengguna dan pengedar obat daftar G.  
3. Mohammad Alek Tabrani, dalam jurnal ilmiah yang berjudul: Penyebab 
Terjadinya Tindak Pidana Peredaran Obat Berbahaya (daftar G) jenis 
carnophen. pada jurnal tersebut menjelaskan tentang faktor penyebab 
terjadinya tindak pidana peredaran obat daftar G di kabupaten tuban, karya 
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ilmiah ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan 
penyusun adapaun perbedaannya yaitu lokasi penelitian dan juga penulis 
mebahas tentang semua obat daftar G. 
4. Teguh Prasetyo dalam bukunya yang berjudul: Hukum Pidana. Dimana 
dalam buku ini membahas tentang hukum pidana pada umumnya yang 
mencakup diantaranya, jenis-jenis tindak pidana, subjek dan objek hukum 
pidana, unsur-unsur tindak pidana dan lain sebagainya.  
5. Zaeni Asyhadie dalam bukunya yang berjudul: Aspek-aspek Hukum 
Kesehatan Di Indonesia, dalam buku ini membahas tentang aspek-aspek 
yang berhubungan dengan hukum kesehatan yang mencakup tentang kode 
etik keperawatan, peranan dan tanggung jawab dari tenaga kesehatan dan 
lain sebagainya. 
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan obat Daftar G di Kabupaten 
Gowa? 
b. Untuk mengetahui hukuman bagi penyalahgunaan obat Daftar G di 
Kabupaten Gowa?  
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut: 
a. Memberitahukan kepada masyarakat bahayanya mengkonsumsi obat 
dengan dosis yang berat tanpa adanya resep dokter dan menganjurkan 
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kepada masyarakat agar dapat menjaga anaknya agar tidak 
mengkonsumsi obat Daftar G. 
b. Diharapkan dapat berguna nantinya bagi masyarakat dan juga dapat 
















BAB II  
TINJAUAN TEOROTIS  
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana  
 Tidak banyak yang mengetahui apa pengertian hukum secara umum, dalam 
perkembangannya justru memunculkan dua kubu yang berbeda pendapat. 
Pendapat pertama diantaranya menyatakan bahwa tidak mungkin memberikan 
definisi tentang hukum, yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. 
Kubu ini di pengaruhi oleh pendapat beberapa pakar hukum, salah satunya 
adalah I. Kisch yang megatakan bahwa “doordat het recht onwaarneembaar is 
onstaat een moelijkheid bij het vinden van een algemeen bevredigende 
definitie”, “oleh karena hukum itu tidak dapat di tangkap pancaindera, maka 
sukar membuat suatu defenisi hukum yang dapat memuaskan umum”. Pendapat 
kedua mengatakn bahwa definisi itu ada manfaatnya, sebab pada saat itu juga 
dapat memberi sekedar pengertian pada orang yang mulai ingin tahu tentang 
apa yang dipelajarinya, setidaknya digunakan sebagai pegangan.3 Sehingga 
sampai saat ini taka da yang dapat mendefinisikan apa hukum yang sebenarnya.  
 Banyak yan mengetahui keberadaan hukum itu sendiri karena hukum lahir 
dari diri seseorang, dari lahir hingga matipun seseorang akan tetap berada dalam 
ikatan hukum. karena adanya peraturan-peraturan, adanya perbuatan-perbuatan 
yang tak di sukai oleh masyarakat, adanya orang-orang yang melakukan hal 
seperti itu, dan adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari 
                                                             




perbuatan-perbuatan sedemikian,, merupakan awal lahirnya hukum pidana 
dalam masyarakat yang bersangkutan. Tindakan yang di sertai dengan 
perbuatan pidana maka akan di pidana sesuai dengan apa yang sudah di buat 
dalam KUHP (Kitab Undang-undnag Hukum Pidana) yang di dimana, dalam 
KUHP tersebut sudah di dituliskan berbagai macam tindakan yang biasanya 
terjadi di kalangan masyarakat, seperti pencurian, pembunuhan, penipuan 
penghinaan dan lain-lain. Maka setiap perilaku masyarakat telah di kelilingi 
oleh hukum itu sendiri, setiap Negara memiliki hukum dan seharusnya sudah 
memiliki hukum karena tanpa adanya hukum maka Negara akan hancur oleh 
orang yang ada pada Negara tersebut.  
  Pekembangan hukum pidana mulai dari masyarakat sederhana hingga 
masyarakat modern, sekarang tidaklah mengubah hakikat hukum pidana, 
melainkan hanya menegaskan sifat dan luas bidnag hukum pidana. Oleh karena 
itu, baik untuk masyarakat dahulu kala maupun masyarakat sekarang, hukum 
pidana dapat di defenisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang 
menentukan perbuatan-perbuatan yang dimana pelakunya harus di pidana dan 
dipidana sesuai dengan perbuatannya.4 
  Hukum pidana yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi dua macam, 
yaitu hukum pidana yang dikenal dengan Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana 
(KUHP) dan Hukum Pidana Khusus. Biasanya hukum pidana yang dikenal 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di sebut dengan hukum 
                                                             
Frans Maramis, “Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesiaí” (Jakarta, PT. 
Rajagrafindo Persada, 2013) hal. 2 
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pidana saja, sedangkan yang tersebar diluar KUHP, disebut dengan HUkum 
Pidana Khusus. 
  Hukum Pidana Khusus, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan special 
criminal law, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan speciaal 
crimineel recht  tidak di jumpai dalam berbagai peraturan perundang-
perundangan, namun pengertiannya dapat dianalisis dari berbagai pandangan 
para ahli. 
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana  
 Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diantaranya 
yaitu,;p tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun 
perbuatan yang dapat dipidana. Kata Strafbaar feit terdiri dari 3 kata, 
yakni straf, baar dan feit. Berbagai istilah yang digunakan sebagai 
terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai 
pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, 
sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, 
pelanggaran dan perbuatan.  
 Istilah tindak pidana sebagai staftbaar feit di pekenalkan oleh pihak 
kementrian cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak di gunakan dalam 
undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: undang-undang tindak 
pidana korupsi, undang-undang tindak pidana Narkotika, dan Undang-




 Istilah tindak pidana menunjukan pengertian gerak-gerik  tingkah laku 
dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang 
untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah 
melakukan tindak pidana. 
 Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang 
dalam undang-undang menentukan dalam pasal 164 KUHP, ketentuan 
dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melporkan kepada pihak 
yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, 
maka ia dapat di kenakan sanksi.  
 Oleh karena itu, setelah melihat berbagai  definisi di atas maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa yang di sebut dengan tindak pidana adalah 
perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan di ancam dengan pidana, 
dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif 
(melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan 
yang bersifat pasif  (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh 
hukum).5 
 Menurut Profesor Pompe, perkataan strafbaar feit itu secara teoritis 
dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap 
tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah 
dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap 
pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hokum dan 
terjaminnya kepentingan umum. 
                                                             
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015) hal. 49-50 
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 Menurut Moeljatno memberikan pengertian tindak pidana sebagai 
berikut: kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan sebagai 
perbuatan pidana yang tidak dihubungkan dengan kekuasaan yang 
merupakan pertanggung jawaban pidana pada orang yang melakukan 
perbuatan pidananya. 
 Menurut Simons Tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang 
diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan 
dengan kesalahan dan yang diancam oleh orang yang mampu bertanggung 
jawab. 
 Van Hammel merumuskan istilah tindak pidana dengan rumusan delik 
yaitu sebagai berikut:“kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-
undang melawan hukum, yang patut di pidana dan dilakukan dengan 
kesalahan”. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
a. Unsur Objektif  
Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana 
tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari: 
1) Sifat melanggar hukum. 
2) Kualitas dari si pelaku. 
Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan 
jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus 
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atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan 
menurut pasal 398 KUHP.  
3) Kausalitas 
Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan 
suatu kenyataan sebagai akibat. 
b. Unsur Subjektif 
Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang 
dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala 
sesuatu yang tergantung didalam hatinya.  
Unsur ini terdiri dari: 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 
2) Maksud pada suatu percobaan, seperti yang ditentukan pasa pasal 53 
ayat (1) KUHP. 
3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan 
pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.  
4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam 340 KUHP, 
yaitu pembunuhan yang di rencenakan terlebih dahulu.  
5) Perasaan takut seperti terdapat dlam pasal 308 KUHP. 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana  
a. Kejahatan dan Pelanggaran  
KUHP menempatkan kejahatan didalam Buku Kedua dan 
pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi  tidak ada penjelasan mengenai 
apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan 
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kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi 
tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan. 
Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan rechtsdelict atau  
delik hukum dan pelanggaran merupkan wetsdelict atau delik undang-
undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan 
melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, 
melukai orang lain  pencurian, dan sebagainya. Sedangakan delik 
Undang-undang melanggar apa yang ditentukan undang-undang, 
misalnya keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendari 
kendaraan bermotor dijalan umum, atau mengenakan helem ketika 
mengendarai sepeda motor. Disini tidak tersangkut sama sekali masalah  
keadilan. 
b. Delik Formal (Formil) dan delik material (Material)  
Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan 
yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakuakan oleh pelakunya. 
Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan 
dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya 
berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan 
perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalia ( hal 
yang kebutulan ). Contoh delik formal adalah Pasal 362 (pencurian), 
Pasal 160 (penghasutan) dan Pasal 209-01 (penyuapan). Jika seseorang 
telah melakukan perbuatannya mengambil dan seterusnya, dalam delik 
16 
 
pencurian sudah cukup. Juga jika pengahsutan suadah dilakukan, tidak 
peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu. 
Sebalikanya didalam delik material titik beratnya pada akiabat yang    
dilarang, delik itu dianggap selesai jika akiabatnya sudah terjadi, 
bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. 
Contohnya adalah Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah 
matianya seseorang. Caranya beoleh mencekik, menusuk, menenbak, 
dan sebagainya. 
c. Delik Dolus dan Delik Culpa 
Dolus dan Culpa merupakan bentuk kesalahan (schuld) yang akan 
dibicaran tersendiri dibelakang.  
1) Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan 
kesengajaan mungkin dengan kata-kata yang tegas…dengan 
kesengajaan, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang 
senada, seperti…diketahuinya,dan sebaganyai. Contoh adalah 
Pasal-pasal 162,197, 310, 338, dan lebih banyak lagi. 
2) Delik Culpa didalam rumusannya memuat unsur kealpaan dengan 
kata…karena kealpaanya, misalnya pada Pasal 359, 360, 195. Di 






d. Delik Commissionis dan Delik Omissionis  
Pelanggar hukum dapat berbentuk berbuat sesuia dengan yang 
dilarang atau tidak berbuat yang diharuska (to commit = melakukan; to 
omit = meniadakan ). 
1) Delik commissionis barangkali tidak terlalu sulit dipahami, misalnya 
berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan 
sebagainya.  
2) Delik omissionis dapat kita jumpai pada Pasal 522 (tidak dating 
mengahadap ke pengadilan sebagai sanksi ), Pasal 164 ( tidak 
melapor adanya pemufakatan jahat).  
Disamping itu, ada yang disebut delik commissionis peromissionem 
commisa. Misalnya seoang ibu yang sengaja tidak memberikan air susu 
kepada anaknya yang masih bayi dengan maksud agar anak itu 
meninggal (Pasal 338), tetapi dengan cara tidak melakukan sesuatu yang 
seharusnya dilakukan. Keharusan menyusui bayi tidak terdapat didalam 
hukum pidana. Juga seorang penjaga pintu lintasan kereta api yang tidak 
menutup pintu itu sehingga terjadi kecelakan (Pasal 164). 
e. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan) 
Delik aduan (klachtelict) adalah tindak pidana yang penuntutannya 
hanya dilakukan diatas dasar adanya pengaduan dari pihak yang 
berkepintingan atau terkena. Mislnya penghinaan, perzinahan, 
pemerasan. Jumlah delik aduan ini tidak banyak terdapat di dalam 
KUHP. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis 
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deliknya dan kepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan 
yang ada. Untuk perzinaha misalnya, yang berkentingan adalah suami 
atau istri yang bersangkutan.6 
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kesehatan 
  Hampir tidak ada kehidupan masyarakat yang tidak di atur oleh hukum. hal 
ini terjadi di sebabkan karena kehidupan masyarakat yang ingin hidup teratur 
dan damai. Dalam bidang kesehatanpun di atur dengan hukum.  
  Pembangunan kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan cita-
cita bangsa Indonesia sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang 
Dasar 1945, yaitu meleindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
  Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakan upaya 
pembangunan yang berkesinambungan yang menyeluruh terarah dan terpadu, 
termasuk diantaranya pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan pada 
hakekatnya di arahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan 
hidup sehat bagi setipa orang, menyangkut fisik, mental, maupun sosial budaya 
dan ekonomi. Unruk mencapai derajat kesehatan yang optimal dilakukan 
berbagai upaya pelayanan kesehatan yang menyeluruh, terarah dan 
kesenimbagun.7 
                                                             
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015) hal. 56-61 
Masrudi Muchtar., “Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan” (Yogyakarta, Pustaka Baru 
Press, 2016) hal. 133 
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  Secara historis hubungan antar hukum dan kesehatan masyarakat 
dikemukakan oleh seorang ahli hukum Inggris Edwin Chadwik tahun 1980an 
ketika pertama kalai membuat kebijakan terhadap sanitasi lingkungan. Bersama 
dengan Hamlin, Chadwik menyatakan  
   “oublic healty is every where and always contingent”.8  
  Hukum kesehatan adalah serangkaian ketentuan hukum, baik tertulis 
maupun yang tidak tertulis, yang berkaitan secara langsung maupun tidak 
langsung dengan kesehatan, hubungan antara pasien/atau masyarakat dengan 
tenaga kesehatan dalam upaya pelaksanaan kesehatan.9 
  Hukum kesehatan adalah semua hukum yang berhubungan langsung 
dengan segala pemeliharaan, pelayanan dan atau penerapan kesehatan. Dengan 
maksud pngertian diatas berarti Hukum kesehatan hukum yang berhubungan 
langsung antara si pemberi pelayanan kesehatan maupun si penerima layanan 
kesehatan.10 
  Pembangunan upaya kesehatan sebaliknya meliputi upaya peningkatan 
lesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit 
(kuratif) dan pemuliha kesehatan (rehabilitasi).11 Dalam rangka memberikan 
kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, megarahkan dan 
memberi dasar bagi pembangunan kesehatan, maka Undang-undang No 36 
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Tahun 2009 tentang kesehatan di introsdusir sebagai salah satu peningkat 
hukum kesehatan yang dinamis.  
  Beberapa kelebihan dari Undang-undang kesehatan ini karena mengatur 
beberapa aspek yan di anggap baru antara lai tentang:  
1. Hak asasi dalam kesehatan  
2. Kesehatan keluarga kecil bahagia dan sejahtera 
3. Kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan jiwa, kesehatan 
keluarga 
dan matra.  
4. Aspek ilmu pengetahuan di bidang kedokteran/kesehatan. 
5. Aspek penyembuhanpenyakit 
6. Aspek hukum yang modern.12 
  Hukum kesehatan mencakup semua aturan hukum yang secara lansung 
berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan yang terganggu atau tercemar, dan 
penerapan aturan-aturan hukum perdata serta hukum pidana selama aturan-
aturan itu mengatur hubungan-hubungan hukum dan pemeliharaan kesehatan. 
  Hukum kesehatan merupakan pengkhususan atau cabang ilmu hukum, dan 




                                                             




D. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan  
  Penyalahgunaan sama halnya dengan salah menggunakan sesuatu, banyak 
orang yang menggunakan sesuatu hal dengan cara yang salah atau berlebihan. 
Penyalahgunaan sama halnya dengan mnggunakan barang dengan cara yang  
salah atau tidak sesuai dengan cara penggunaan barang tersebut. 
Penyalahgunaan sesuatu barang akan membuat kita menjadi orang yang gelap 
mata akan sesuatu hal yang kita gunakan dengan cara yang tidak semestinya 
dan akan menjerumuskan kita kepada hal yang akan merugikan hidup kita.  
  Penyalahgunaan yang sering kita  jumpai yaitu penyalahgunaan 
wewenang, penyalahgunaan narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan. 
Penyalahgunaan diatas akan berdampak buruk bagi hidup kita apabila kita 
melakukan hal yang tak semestinya, bukan hanya merugikan diri sendiri, akan 
tetapi akan merugikan keluarga, masyarakat dan juga Negara kita.  
E. Tinjauan Umum Tentang Obat-obatan.  
1. Pengertian Obat  
  Obat pada umumnya adalah bahan yang terdiri dari takaran tertentu 
dan dengan penggunaan yang tepat pula biasa di manfaatkan untuk 
mendiagnosa, memelihara kesehatan ataupun utuk menyembuhkan 
penyakit.13  
  Masyarakat tidak asing lagi dengan namanya obat, karena dijama 
yang sekarang ini. Obat semakin marak digunakan oleh masyarakat, 
                                                             




pengobatan yang alami ataupun alternative telah tenggelam termakan 
zaman. Sekarang ini, segala penyakitpun yang biasanya dapat diobati 
dengan obat tradisional telah digantikan dengan obat yang telah diperjual 
belikan di dalam apotik. Sakit kepala yang biasanya di obatai dengan diberi 
balsam atau semacamnya, malah kini berganti dengan meminum obat 
untuk menyembuhkan sakit yang diderita.  
  Obat dapat menjanjikan kesembuhan untuk segala macam 
penyakitnya, penyakit apapun yang diderita maka ada pula obat yang dapat 
menyembuhkan penyakit tersebut. Begitu canggihnya zaman sekarang 
yang beda dengan zaman nenek moyang dulu yang hanya memanfaatkan 
obat-obat tradisonal yang dibuat dengan cara mengumpulkan berbagai 
macam tumbuhan ataupun yang lainnya dan dijadikan obat.  
  Setiap obat mempunyai manfaat yang baik kesehatan dan juga 
mempunya efek samping apabila dikonsumsi secara berlebihan, oleh 
karena itu gunakan obat sesuai dengan aturan pakai dan gunakan dengan 
resep dokter. Saat penggunaan obat sebaiknya untuk memperhatikan: 
a. Nama obat   
b. Zat kandungan yang aktif 
c. Logo  
d. Nomor Izin Edar (NIE)  
e. Batas kadeluarsa 
f. Kemasan obat  
g. Nama dan alamat industry farmasi  
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h.  Indikasi  
i. Efek samping14 
  Yang tertera pada kemasan obat yang akan dikonsumsi apabila itu 
bukan dari resep dokter dan apabila tidak mengetahui anjuran pakainya.  
2. Penggolongan Obat-obatan  
  Setiap obat memiliki logo yang tertera pada kemasan yang berada 
pada sudut kemasan, ini dapat membedakan obat yang dikonsumsi 
termasuk dalam golongan obat yang mana, berikut penggolongan obat: 
a. Obat Bebas 
 Obat bebas adalah obat yang di dapat jumpai dipasaran dengan 
gampangnya karena merupakan obat yang bebas untuk diperjual 
belikan oleh masyarakat dan juga dapat dikonsumsi tanpa adanya resep 
dari dokter. Obat kategori bebas ini obat yang memiliki efek samping 
yang rendah karena menggunakan bahan yang relatif aman. Logo obat 
bebas yaitu lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam.  
b. Obat Bebas Terbatas  
 Obat bebas terbatas juga dijual bebas dipasaran, memiliki efek keras 
disbanding dengan obat bebas, walaupun dapat dikonsumsi tanpa resep 
dokter akan tetapi obat ini harus di perhatikan pemakainnya dengan 
mengikuti peraturan pemakaian dibalik kemasan obat dan obat 
memiliki peringatan khusus bagi penggunanya. Logo obat bebas 
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terbatas ditandai dengan lingkaran berwarna biru dengan garis tepi 
berwarna hitam.  
c. Obat Keras/Psikotropika  
 Obat keras atau psikotropika biasanya juga disebut dengan obat 
daftar G (gevaarlijk) yaitu berbahaya yang mana, obat ini tidak 
diperjual belikan dipasaran maupun di apotek namun biasanya dijual 
secara legal di apotik, penggunaan obat ini harus dari resep dokter 
karena mempunya khasiat yang keras. Mengapa dikatakan bahwa 
seharusnya menggunakan resep dokter karena apabila penggunaannya 
berlebihan akan mengakibatkan kerugian bagi penggunanya entah itu 
memperparah penyakit, meracuni tubuh, bahkan dapat mnegakibatkan 
kematian. Psikotropika adalah obat keras baik alamiah mauoun sintetis 
bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif 
pada saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas 
mental dan prilaku. Logo obat keras atau psikotropika yaitu lingkaran 
merah dengan dengan huruf K dalam lingkaran merah tersebut dan 
garis tepi berwarna hitam.  
d. Narkotika  
 Berdasaekan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 
2009 Tentang Narkotika. Narkotika adalah: 
“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik 
sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau 
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
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menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan keteegantungan 
yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir 
dalam undang-undang ini.15 
 Obat ini dapat dijumpai di apotek akan tetapi penjualanya harus 
berdasarkan resep dokter, obat ini ditandai dengan logo palang merah 
pada kemasannya.  
F. Tinjauan Umum Tentang Obat Daftar G 
 Obat Daftar G merupakan obat yang tergolong dalam obat daftar G yang 
mana merupakan obat yang sangat keras, dan di konsumsi berdasarkan resep 
dokter, obat ini seharusnya tak pernah di perjual bebaskan karena apabila di 
konsumsi secara berlebihan akan merugikan bagi tubuh manusia yang 
mengkonsumsinya.  
 Obat ini adalah obat pereda nyeri yang biasnya digunakan oleh pasien yang 
telah menjalankan proses operasi agar tidak merasakan rasa nyeri setelah 
melakukan operasi. Bisa dikatakan obat ini merupakan obat peredah sakit yang 
mana memiliki dosis yang sangat tinggi sehingga dapat berakibat fatal apabia 
dikonsumsi secara berlebihan.  
 Daftar G adalah obat yang berfungsi untuk megurangi rasa nyeri dari yang 
sedang hingga parah, yang mana daftar G merupakan obat yang sama dengan 
analgesik narkotika. Obat ini bekerja dengan cara bagaimana tubuh merasakan 
dan merespon rasa sakit melalui system saraf.16 
                                                             
Rodliyah, dkk., “Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)” (Depok, 
Rajawali Pers, 2017) hal. 85 
 “Tramadol” (https://www.alodokter.com/tramadol.html) (15 Oktober 2018)  
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 Daftar G adalah obat yang termasuk dalam golonga daftar G yang mana 
dalam golongan ini termasuk dalam obat yang keras atau obat wajib apotek. 
Obat wajib apotek adalah obat yang harus berdasarkan resep dokter dan tidak 
dapat diserahkan secara cuma-cuma tanpa adanya resep dokter yang di berikan 
kepada apoteker untuk diperjual belikan di apotek.17 
 Penggunaan obat Daftar G untuk meredahkan rasa nyeri yang bekerja 
dengan saraf agar dapat mengurangi rasa sakit. Dengan penggunaan obat ini 
maksimal 400 mg dalam sehari berdasarkan rasa nyeri yang diderita, minimal 
penggunaan yaitu 50-100 mg/hari dengan cara 25mg/4-6 jam. Jadi apabila 
seseorang mengkonsumsi dalam sehari Daftar G yang tablet dengan 
50mg/tablet maka yang dapat dikonsumsi dalam perharinya hanya 4 biji obat, 
sedangkan obat Daftar G dalam bentuk tablet terdiri dari 100mg, 200mg dan 
300mg.18 
   Beberapa macam obat yang termasuk dalam obat Daftar G, yaitu: 
a. Contram  
b. Tradosik 





                                                             
Moh. Anif, “ Ilmu Meracik Obat Teori dan Praktek “ (Yogyakarta : Gadja Mada University 
Press, 2010) h. 13 
Novita Joseph, “Bahaya Kecanduan Tramadol dan Cara Mengatasinya” 




i. Radol19  
 Dengan adanya penyalahgunaan obat-obatan keras maka sanksi yang akan 
di jatuhkan hukuman yang sesuai dengan penyalahgunaan obat daftar G yang 
tertuang dalam Pasal 197 dan 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang 
Kesehatan.20 
G. Tinjauan Umum Tentang Penggunaan Obat Dalam Hukum Islam 
  Islam menganjurkan ummatnya untuk hidup dengan sejahtera dan hidup 
secara sehat, maka dari itu memelihara tubuh untuk mendapatkan kesehatan 
sangatlah penting. Maka dari itu kita di diberikan tubuh oleh Allah SWT agar 
dapat kita rawat dan jaga agar tetap sehat, jasmani dan rohani penting untuk 
dijaga kesehatannya.  
  Tubuh yang sehat dapat membuat akal lebih cepat berfikir dan bijaksana 
dalam melakukan sesuatu hal. Memiliki tubuh yang sehat merupakan hal yang 
baik agar dapat melakuakan sesuatu yag telah menjadi kewajiban yang harus 
di kerjakan, seperti mengerjakan segala sesuatu yang dianjurkan oleh Allah 
SWT. 
  Dalam keadaan sakit, dianjurkan untuk meminum obat-obatan yang telah 
dianjurkan oleh Dokter dan di yakini bahwa obat tersebut halal adanya, tanpa 
                                                             
FaktaLeaks, “10 Hal Tentang Obat Tramadol Yang Perlu Diketahui” 
(https://www.faktaleaks.com/2017/09/10-hal-tentang-obat-tramadol.html) (15 September 2017). 
Akses (13 Oktober 2018) 
Andi Suriangka, “Perlindungan Konsumen Terhadap Penyaluran Obat Keras Daftar G 
Oleh Badan POM Di Makassar” Jurisprudentie, Vol. 4 No. 2, Desember 2017, hal. 29 
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adanya campuran alcohol. Nabi shallallahu’alaihi wa sallam telah bersabda, 
yaitu:  
  ماَرَح ُُهلِْيَلَقف ُهُرِْيثَك َرَكَْسأ اَم 
Artinya: apa yang dapat menimbulkan mabuk maka sedikitnya adalah haram.21  
Dalam arti ayat diatas memberitahukan bahwa segala sesuatu yang 
mengandung alkohol dan dapat berakibat mabuk bagi orang-orang yang 
mengkonsumsinya, maka itu haram untuk di konsumsi.  
Pada masa yang semakin menjadi ini, para remaja banyak yang salah 
menggunakan obat dengan cara meminum beberapa biji obat agar dapat 
merasakan efek dari obat tersebut yaitu mabuk. Kita ketahui bahwa 
mengkonsumsi obat secara berlebihan dan tanpa resep dokter akan 
mengakibatkan hal yang serius kelak dikalah tua nanti. Meminum obat secara 
berlebihan dengan niat untuk mendapatkan rasa mabuk merupakan haram 
hukumnya walaupun obat merupakan sesuatu yang dapat membuat orang 
banyak hidup dan sehat kembali setelah berada dalam posisi yang sedang sakit. 
Akan tetapi obat menjadi haram apabila digunakan secara berlibahan hingga 
merasakan mabuk, sama halnya jika meminum minuma keras yang hukumnya 
dalm islam adalah haram. Berdasarkan Hadis Nabi shallallahu alaihi wassalam: 
  ماَرَح ٍرْمَخ ُّلُكَو ،  رْمَخ ٍرِكْسُم ُّلُك 
                                                             
Abu Abdilmuhsin Firanda Andirja, “Hukum Mengkonumsi Obat, Makanan Dan Minuman 
Yang Mengandung Alkohol” (https://firanda.com/684-hukum-mengkonsumsi-obat-makanan-dan-
minuman-yang-mengandung-alkohol.html) (11 Februari 2013). Akses (13 Oktober 2018)  
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Artinya: semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah 
haram.22 
Sebagai ummat muslim, seharusnya taat akan perintah Allah dan menjauhi 
larangannya, karena Allah telah menyiapkan segala macam obat dari segala 
macam penyakit yang mana bukan untuk disalahgunakan. 
  
                                                             
Sandal Jepit, Fanpage Muslim, “Dalil Haramnya Khamr dan Sejenisnya” 
(http://fiqhmenjawab.blogspot.com/2014/04/dalil-haramnya-khamr-dan-sejenisnya.html) (12 April 
2014). Akses (13 Oktober 2018) 
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BAB III 
METODE PENELITIAN  
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian  
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, 
penelitian lapangan (field research), yaitu prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari 
orang-orang dari pelaku yang dapat diamati. Secara sederhana, 
penelitian lapangan digunakan untuk memperjelas kesesuain antara 
teori dan praktik. 
2. Lokasi Penelitian  
 Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan yang 
berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan, dengan melakukan 
penelitian dengan memilih penelitian di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa karena beberapa kasus tentang judul yang bersangkutan 
telah di tangani di Pengadilan tersebut. 
B. Pendekatan Penelitian  
  Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan 
penelitian dalam rangka pendekatan pada obyek yang di teliti serta pokok 
permasalahannya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan yuridis 





C. Sumber Data 
  Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan suatu data 
atau dokumen dan peraturan-peraturan yang terkait dengan materi yang 
di bahas. Berupa buku-buku hukum , skripsi, tesis dan disertai dengan 
jurnal-jurnal hukum.23 
2. Data primer, yaitu dimana data yang dikumpulkan dengan wawancara 
dari beberapa narasumber, pakar dan pihak-pihak yan terkait dalam 
penulisan ini 
 
D. Metode Pengumpulan Data  
  Adapun metode yang di gunakan yaitu metode-metode sebagai 
berikut: 
1. Observasi, teknik obervasi yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik 
observasi tidak langsung yang dimana peneliti mengadakan pengamatan 
terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan perantaraan 
sebuah alat baik alat yang sudah ada maupun yang sengaja di buat untuk 
keperluan yang sangat khusus itu.24 
 
2. Wawancara, yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to 
face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-
                                                             
Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki., “penelitian Hukukm”, (Jakarta, Kencana Prenada Media 
Group, 2007) hal. 155 




pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang 
relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. 25 
E. Instrumen Penelitian  
  Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data 
penelitian saat sudah memasuki tahap pengumpulan data dilapangan adalah 
wawancara, dokumentasi dan observasi. Instrument penelitian inilah yang  
akan menggali data dari sumber – sumber informasi.  
F. Tekhnik Pengelolahan dan Analisis 
1. Pengelolahan Data  
 Data yang telah terkumpul perlu diolah dahulu tujuannya 
menyederhanakan seluruh data yang terkumpul kemudian 
menyajikannya dalam susunan yang baik dan rapi. Metode pengolhan 
data, yaitu: 
a) Editing, yaitu proses memeriksa data yang sudah terkumpul, 
meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, 
relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan, dan 
sebagainya 
b) Coding, yaitu proses untuk mengklarifikasikan jawaban-jawaban  
dimana kegiatan ini memberikan kode pada setiap data yang 
terkumpul di setiap instrumen penelitian. Kegiatan ini bertujuan 
untuk memudahkan dalam penganalisian dan penafsiran data.26 
                                                             
Amiruddin, dkk, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta, PT. Raja Grafindo 
Persada, 2004) hal. 82 
Bambang Sunggono, Meteodologi Penelitian Hukum¸ (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 
2006) hal. 125-126 
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2. Analisis Data 
 Analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah 
sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut 
menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan 
solusi permasalahan, yang tertutama adalah masalah yang tentang 
sebuah penelitian. Analisis kualitatif merupakan analisis data untuk 
mengungkapakan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari 
kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan 
antara peraturan-peraturan, yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang 






HASIL PENELITIAN  
A. Gambaran Umum Tentang Tempat Penelitian  
Gambaran umum tentang lokasi penelitian di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa Kelas IA yang dimana letaknya berada di Jl. Usman 
Salengke No 103 Sungguminasa Kab. Gowa, provinsi Sulawesi Selatan.  
1. Sejarah Pengadilan Negeri Sungguminasa 
Sejak tahun 1959 perkara-perkara dalam wilayah hukum kabupaten 
Gowa di sidang di Pengadilan Negeri Makassar. Baru pada 
tahun 1964 setelah keluar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara 
Dengan Mengubah Undang-Undang No 47 PRP Tahun 1960 Tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah 
Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1964 No. 7) menjadi Undang-Undang. Pada Pasal 1 
Ayat (4) tertulis  “Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara, 
dimaksud dalam Undang-undang No. 47 Prp. tahun 1960 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 151), diubah menjadi 
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan setelah sebagian wilayahnya 
dipisahkan seperti dimaksudkan pada ayat (3), sehingga wilayahnya 
meliputi :1. Daerah Tingkat II Mamudju,2. Daerah Tingkat II 
35 
 
Madjene,3. Daerah Tingkat II Polewali-Mamasa,4. Daerah Tingkat II 
Tana Toradja,5. Daerah Tingkat II Pinrang,6. Daerah Tingkat II 
Enrekang,7. Daerah Tingkat II Sidenreng-Rappang,8. Daerah Tingkat II 
Soppeng,9. Daerah Tingkat II Barru,10. Daerah Tingkat II Pangkadjene 
dan Kepulauan,11. Daerah Tingkat II Maros,12. Daerah Tingkat II 
Gowa,13. Daerah Tingkat II Takalar,14. Daerah Tingkat II 
Jeneponto,15. Daerah Tingkat II Bantaeng,16. Daerah Tingkat II 
Bulukumba,17. Daerah Tingkat II Selayar,18. Daerah Tingkat II 
Sinjai,19. Daerah Tingkat II Bone,20. Daerah Tingkat II Wajo,21. 
Daerah Tingkat II Luwu, 22. Kotapraja Pare-Pare dan, 23. Kotapraja 
Makassar.” Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan 
Mahkamah Agung. Pada Pasal 25 tertulis “Pengadilan Negeri dibentuk 
oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung. 
Daerah Hukum Pengadilan Negeri pada azasnya meliputi satu 
Daerah    Tingkat II” 
Pengadilan dibentuk di Kabupaten Gowa dan berkantor sementara 
di kantor Daerah Kabupaten Gowa dan bernama Pengadilan Ekonomi 
Sungguminasa. Di kantor Daerah Kabupaten Gowa, Pengadilan 
Ekonomi Sungguminasa hanya menempati satu ruangan sehingga 
perkara-perkara yang ada di Pengadilan Negeri Sunguminasa masih di 
sidang di Pengadilan Makassar. 
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Beberapa bulan setelah resmi dibentuk juga di tahun 1964 Gedung 
Kantor Pengadilan Ekonomi Sungguminasa selesai dibangun. Gedung 
kantor Pengadilan Ekonomi Sungguminasa beralamat di Jl. HOS 
Cokroaminoto Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu 
Kabupaten Gowa (sekarang Kantor Bank Sul-Sel cabang Gowa). 
Namun status kantor adalah Pinjam Pakai dari Pemerintah Kabupaten 
Gowa. Tapi persidangan perkara masih dilaksanakan di Pengadilan 
Makassar sampai dengan tahun 1970-an. 
Pada tahun 1965 Pengadilan Ekonomi Sungguminasa berubah 
menjadi Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas II A. Karena Gedung 
kantor sudah tidak representatif lagi maka pada tanggal 25 Mei 1977 
diusulkan permintaan Gedung Baru. Tahun 1979 Gedung baru selesai 
dibangun dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Badan 
Peradilan Umum bapak H. Soeroto pada tanggal 02 Februari 1980 di 
jalan Usman Salengke No. 103 Kelurahan Sungguminasa Kecamatan 
Somba Opu Kabupaten Gowa. 
Pengadilan Negeri Sungguminasa menjadi Kelas I B berdasarkan 
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia tanggal 27 Februari 2004 Nomor M.01-AT.01.05 Tahun 2004 
tentang Peningkatan Kelas Pengadilan dan Sekretariat Pengadilan 
Negeri Pada Pengadilan Negeri Limboto, Pengadilan Negeri Selong, 
Pengadilan Negeri Tarakan, Pengadilan Negeri Makale, Pengadilan 
Negeri Indramayu, Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan 
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Negeri Pariaman dari Kelas II menjadi Kelas . Peresmian Peningkatan 
Kelas Pengadilan Negeri Sungguminasa dari Kelas II menjadi Kelas I 
dilakukan Oleh Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL pada tanggal 07 
Maret 2005. 
Pengadilan Negeri Sungguminasa menjadi Kelas I A berdasarkan 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 9 
Februari 2017 Nomor 37 /KMA/SK/II/2017 tentang Peningkatan Kelas 
pada Empat Puluh Enam Pengadilan Negeri Kelas II menjadi Kelas IB 
dan 17 Pengadilan Negeri Kelas IB Menjadi Kelas IA.  
2. Visi dan Misi 
Visi dan misi yang menjadi tujuan dari Pengadilan Negeri 
Sungguminasa, yaitu: 
a. Visi :  
Terwujudnya badan peradilan indonnesia yang agung 
b. Misi:  
- Menjaga kemandirian badan peradilan; 
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 
keadilan; 
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; 






B. Bentuk Penyalahgunaan Obat Daftar G Di Kabupaten Gowa 
Penyalahgunaan obat daftar G sudah marak entah itu di kalangan 
anak sekolah maupun anak jalanan. Banyaknya yang terpengaruh untuk 
menggunakan obat ini dikarenakan faktor lingkungan dan pergaulan yang 
tak dapat di batasi oleh para anak remaja yang mana memiliki rasa 
penasaran yang tinggi, sehingga dapat dengan mudah terpengaruh untuk 
menggunakan obat-obat terlarang tersebut. 
Faktor utama yang mempengaruhi seseorang menggunakan obat 
yang tergolong daftar G yaitu bahwa awal dari penggunaannya hanya 
karena terpengaruh oleh ajakan teman sekolah yang juga sudah 
menggunakan obat tersebut, dikarenakan penjelasan teman yang 
membuatnya berniat untuk melakukan dan menggunakan obat daftar G yang 
membuatnya merasa penasaran sehingga berniat untuk mengkonsumsinya 
pula.  
Penyalahgunaan obat daftar G biasanya di dominasi oleh anak 
jalanan dan para pelajar SMP-SMA, banyaknya pengedar tanpa ijin yang 
memperjual belikan obat keras ini membuat para penggunanya dengan 
mudah mendapatkannya tanpa perlu ke apotek sekalipun, para pengguna 
akan mendapatkannya di tengah masyarakat.  
Berdasarkan KUHP, Bentuk-bentuk penyalahgunaan obat daftar G 
atau psitropika  di kelompokkan dalam suatu kelompok, yaitu:  
a. Kejahatan yang menyangkut memproduksi obat 
b. Kejahatan yang menyangkut pengedaran obat 
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c. Kejahatan menyangkut ekspor dan impor obat 
d. Kejahatan yag menyangkut penguasaan obat 
e. Kejahatan yang menyangkut penggunaan obat 
f. Kejahatan yang menyangkut pengobatan dan rehabilitasi obat 
g. Kejahatan yang menyangkut label dan Man obat 
h. Kejahatan yang menyangkut transito obat 
i. Kejahatan yang menyangkut pelaporan kejahatan di bidang psitropika 
j. Kejahatan yang menyangkut saksi dalam perkara obat 
k. Kejahatan yang menyangkut pemusnahan obat  
Banyaknya pengedaran tanpa ijin ini dapat meresahkan masyarakat 
yang memiliki anak yang dapat dengan mudah terpengaruh dengan adanya 
pengedaran obat daftar G yang dikenal juga dengan obat keras yang mana 
biasanya digunakan setelah melakukan operasi karena memiliki dosis yang 
tinggi sehingga apabila penggunaannya melebihi batas maka dapat 
penggunanya merasa melayang seperti halnya orang yang mabuk, yaitu 
hilang kesadaran.  
Menurut salah satu narasumber atas nama Bocil umur 18 tahun (7 
Desember 2018) yang sempat menjadi pengguna obat daftar G yaitu obat 
tramadol dan trihexyphenidyl yang dia peroleh dari pengedar yang bukan 
merupakan Apotek ataupun bukan seorang Apoteker dan juga tidak 
memiliki ijin pengedaran di sekitaran Malengkeri, Kota Makassar. Yang 
mana pada awal 2017 harga dari obat daftar G ini hanya seharga Rp. 1.000 
(seribu rupiah)/biji. Sampai tahun 2018 obat jenis ini makin mahal yang 
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mencapai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per sachet yang berisi 2 (dua) 
biji. Awal mula narasumber menggunakan obat tersebut hanya karena rasa 
ingin tahu dan penasaran akan sensasi yang akan didapatkan setelah 
penggunaanya, setelah mencoba dia mnegerti bahwa obat tersebut dapat 
membuat seseorang semangat untuk bekerja, dapat menenangkan fikiran 
dan juga yan paling di inginkan dapat membuat penggunanya melayang atau 
dikenal dengan istilah ngefly. Biasanya obat ini Ia gunakan untuk disaat 
memiliki keperluan khusus untuk mempertahankan atau meningkatkan rasa 
percaya diri untuk menghadapi sesuatu, yang mana Ia dapat meminum obat 
jenis tramadol atau trihexyphenidyl ini hingga dua butir tanpa campuran lain 
hanya diminum dengan air putih saja dapat merasakan sensasi tersebut. 
Awalnya Ia tau bahwa penggunaan obat ini tanpa resep dokter dan 
penggunaannya yang berlebihan dapat berdampak negatif baginya akan 
tetapi rasa peasaran yang ingin mencoba lebih tinggi melainkan rasa 
takutnya dan setelah menggunakannya sensasi yang  dia dapatkan 
mendoronya kembali untuk menggunakan obat daftar G lagi, setelah sensasi 
yang dia dapatkan hilang biasanya dia merasakan pusing dan nafsu makan 
yang bekurang sehingga ia berniat untuk berhenti menggunakan obat 
tersebut.27 
Dengan gampangnya orang mendapatkan obat terlarang tersebut 
dnegan harga murah membuat penggunanya dengan gampang 
mendapatkannya dan mengginakannya tanpa harus mendapatkan sesuatu 
                                                             
Bocil (18 Tahun), Pengguna Obat Daftar G, wawancara, (Makassar, 7 Desember 2018) 
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dengan mahal agar dapat merasakan sensasi ngefly yang menjadi tujuan 
penggunanya, maka dari itu semakin banyak pengguna dan pengedar yang 
meraja lela.  
Banyaknya pengedaran obat-obatan yang tidak tehingga lagi 
membuat gampangnya seseorang untuk mendapatkan obat-obatan yang 
tergolong dengan golongan yang keras, banyaknya pengedaran obat 
memilih untuk mengedarkan obat-obatan daftar  G ini dikarenakan 
banyaknya pendapatan dari hasil penjualan obat yang hanya memiliki modal 
sedikit tapi mendapatkan untung  yang banyak. Maka  dari itu banyak orang 
yang memilih untuk menjual barang tersebut, walaupun dilarang akan tetapi 
selagi masih belum diketahui oleh pihak kepolisian maka akan tetap 
melakukan hal tersebut. 
Salah satu narasumber Bang Irul umur 20 tahun (11 Desember 2018) 
yang merupakan mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi swasta 
mengakui pernah menjual obat daftar G yang mana dia juga salah satu 
pengguna, alas an untuk menjual obat daftar G dikarenakan untung yang 
menjanjikan dan tidak akan merugikan, banyaknya orang yang mencari 
obat-obatan tersebut membuat dirinya terdorong untuk menjual barang 
tersebut kepada temannya, pengakuannya pada tahun 2016 harga obat yang 
dulunya adalah Rp. 800.000 per 1000 biji, dan dia menjual dengan harga 
Rp.1000 per bijinya. Dengan keuntungan Rp. 200.000 dia sudah dapat 
membayar uang makan dan uang untuk membeli rokoknya. Dia juga biasa 
menjadi perantara, dengan cara membeli per box obat daftar G tersebut 
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kepada salah satu temannya dikampung untuk dijualnya kembali di 
kampung, karena pengguna obat di perkampungan biasanya sangat banyak 
karena gampangnya terpengaruh dengan godaan-godaan seperti ini. Bang 
Irul juga merupakan pengguna obat tersebut akan tetapi beberapa tahun 
belakangan ini tidak lagi menggunakan dikarenakan alasan karena sudah 
bosan.28  
Dari bebarapa narasumber diatas kita dapat ketahui bahwa 
banyaknya pengguna obat-obatan yang tergolong dalam daftar G ini 
dikarenakan faktor lingkungan yang mempenagruhi sehingga mempounyai 
keinginan untuk menggunakan, yang mana hanya awal coba-coba saja akan 
tetapi memiliki sensasi yang sangat di inginkan oleh para remaja maka akan 
menggunakannya kembali.  
Bnayaknya keuntungan yang didapatkan oleh pengedar membuat 
orang banyak tergoda untuk memperjual belikan obat ini walaupun tanpa 
izin pengedaran. Di tahun 2018 sekarang ini pembelian obat daftar G yang 
seharaga 5000 per biji dapat kentungan Rp. 5.000.000 per box nya. Dengan 
keuntungan yang sangat besar ini membuatnya berniat untuk menjual 




                                                             




C.  Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Obat Daftar G Di 
Kabupaten Gowa  
Sebelum penulis membahas lebih jauh tentang analisis penulis 
tentang masalah diatas, maka dari itu untuk menambah wawasan dan 
menambah pengetahuan, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan apa yang 
di maksud dengan sanksi pidana.  
Seseorang dijatuhkan sanksi pidana apabila telah melakukan 
tindakan pidana yang dilarang oleh undang-undang sebagiamana yang telah 
dirumuskan, yang mana setiap perbuatan manusia yang dilarang dalam 
undang-undang akan mendapatkan sanksi berdasarkan kesalahan apa yang 
diperbuatnya. Hal yang sama juga terjadi dalam agama, apabila kita 
melakukan tindakan yang dilarang oleh agama maka akan ada sanksi yang 
di kenal dengan kata azab dari Allah SWT.  
Mengapa harus ada sanksi pidana, dikarenakan sanksi pidana akan 
diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana sehingga 
harus di berikan efek jera atau hukuman agar tidak akan ada lagi yang dapat 
melakukan kesalahan yang sama terulang kembali karena telah mengetahui 
bahwa telah ada undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana yang 
telah dilakukan dan adapula hukuman bagi pelakunya, entah itu hukuman 
penjara, hukuman penjara seumur hidup, hukuman mati dan lain-lain.  
Sudah seharusnya sanksi pidana dijatuhkan oleh para pengguna atau 
pengedar obat-obat terlarang atau pengedaran tanpa izin obat-obat yang 
tergolong keras, dikarenakan dapat meresakan masyarakat sekitar dengan 
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pertumbuhan bibit baru anak bangsa yang akan ternodai dengan adanya 
hasutan dari beberapa orang disekitarnya untuk menggunakan obat-obatan 
secara berlebihan atau yang lainnya.  
Pada kasus penyalahgunaan obat daftar G berdasarkan putusan 
No.326/Pid.Sus/2018/PN.Sgm memberitahukan kita bahwa 
penyalahgunaan obatpun telah di atur dalam undang-undang yang apabila 
kita menyalahgunakannya maka akan mendapatkan sanksi pidana yang 
sesuai apabila tidak digunakan sesuai aturan pemakaian atau sesuai 
pengedaran obat tersebut.  
Maka dari itu sesuai pada kasus putusan 
No.326/Pid.Sus/2018/PN.Sgm  menjelaskan penjatuhan hukuman bagi 
penyalahgunaan obat daftar G yang diperjual bebaskan oleh seseorang yang 
tidak mempunyai kewenanagan untuk menjual obat golongan ini, maka dari 
itu penuntut umum mengajukan tuntutan kepada hakim sebagai berikut:  
1. Menyatakan Terdakwa Zaenal Tajuddin Bin Tajuddin bersalah 
melakukan tindak pidana Kesehatan sebagaiman diatur dan diancam 
pidana dalam pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 
Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam surat dakwaan; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Zaenal Tajuddin Bin Tajuddin, oleh 
karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun penjara 
dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah 
terdakwa untuk ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta 
rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.  
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3. Menetapkan barang bukti berupa: 
a. Sebuah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 
(satu) plastic bening yang berisikan 530 (lima ratus tiga puluh) butir 
pil warna putih dengan logo hima obat daftar G jenis tramadol 
dirampas untuk dimusnahkan.  
b. Uang tunai sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) 
dirampas untuk Negara. 
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).  
berdasarkan tuntutan jaksa kepada terdakwa yang dijatuhkan dengan 
humuman berdasarka pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No.36 
Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang berbunyi:  
Dengan penafsiran penjatuhan hukuman bagi pengedaran obat daftar G, 
maka dapat kita ketahui unsur yang mana saja yang terpenuhi oleh terdakwa 
Zaenal Tajuddin Bin Tajuddin sehingga dapat di katakana bersalah di muka 
hukum berdasarkan Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 
tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu:  
1. Unsur “Setiap Orang”  
2.  Usnur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan 
farmasi dan/atau alat kesehatan yan tidak memenuhi standar dan/atau 
persayaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu 
sebagaimana dumaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);”  
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Mengapa terdakwa diputuskan memenuhi semua unsur berdasarkan 
Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang 
Kesehatan berikut penjelasannya:  
“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan 
farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau 
persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah).”29 
1. Unsur “Setiap Orang”  
Unsur ini biasanya mengaju kepada subjek pidana atau yang 
melakukan tindak pidana. Unsur “Setiap Orang” dimana setiap orang 
akan di lihat apakah iya sanggup mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apa tidak, unsur ini melihat dari kemampuannya 
seseorang dalam mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang 
telah dilakukan. Pertanggung jawaban yang dimaksud disini yaitu 
mereka ynag melakukan tindakan telah “cakap” hukum, maksudnya 
adalah keadaannya yang tidak normal, atau belum cukup umur maka tak 
dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Menurut Pompe:  
“pertanggung jawaban seseorang mempunyai unsur-unsur sebagai 
berikut: 
1. Kemampuan berfikir pembuat yang memungkinkan ia 
menguasai pemikirannya, yang memungkinkan dia menentukan 
perbuatannya; 
2. Dapat memahami perbuatannya; 
3. Menentukan kehendak sesuai dengan perbuatannya.” 30 
 
                                                             
29 Undang-undang Keperawatan Dan Tenaga Kesehatan Republik Indonesia, 
(Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015), hal 167 
30 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015) hal. 98 
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Apabila melihat dari segi umur terdakwa yang lahir pada 31 Mei 
1993 yang telah menginjak umur 25 tahun yang mana umur tersebut 
sudah termasuk dalam cakap hukum atau dapat dipidana. Dalam kasus 
diatas telah di jelaskan bahwa terdakwa memenuhi unsur “setiap orang” 
maka terdakwa dapat mempertanggung jawabkan tindakan pidana yang 
telah terdakwa lakukan. 
Maka dari itu, unsur pertama yaitu unsur “setiap orang” ini telah 
terpenuhi berdasarkan putusan diatas menyatakan bahwa terdakwa tidak 
memiliki kelainan jiwa sehingga dapat di pidana berdasarkan tindak 
pidana yang telah dilakukannya, taka da hal yang dapat menghapuskan 
tindak pidana karena terdakwa sendiri dalam keadaan mbaik-baik saja 
mengikuti sidang dan dapat mempertanggung jawabkan apa yang telah 
dia lakukan.  
2. Usnur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan 
farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau 
persayaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu 
sebagaimana dumaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);” 
Terpenuhinya isi unsur yang kedua dapat kita ketahui lebih jelas lagi 
bahwa terdakwa telah dapat dikatakan bersalah dan di sebut sebagai 
terdakwa, dikarenakan terdakwa mengedar obat-obatan yang termasuk 
dalam golongan obat keras sehingga tidak dapat diperjual belikan 
dengan bebas, karena obat ini merupakan obat yang harus berdasarkan 
resep dokter atau dapat diperjual belikan apabila diberi oleh Apoteker.  
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Pada pembuktian unsur-unsur yang terdapat dalam suatu dakwaan 
yang didukung dengan tepenuh syarat mutlak dari pembuktian yaitu 
unus testis nullum testis yaitu adanya minimal dua alat bukti maka 
terhadap unsur-unsur yang dimaksud didalam dakwaan telahterpenuhi 
sepenuhnya, dimaa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum 
dapat mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti dan 
keterangan terdakwa.31 
Berdasarkan pemenuhan unsur yang terkait pada Pasal 196 Undang-
undang Republik Indonesia No.36  Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang di 
jatuhkan hukuman selama 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 
100.000.000  subsidair 1 bulan kurungan, yang mana merupakan tuntutan 
jaksa telah memenuhi syarat dan sudah seharusnya terdakwa imbalan yang 
melimpah untuk menikmati manisnya selama menjalankan menjadi kurir 
obat-obatan yang keras agar dapat memberikan defek jera dan tidak ada niat 
lagi untuk melakukannya kembali setelah menjalankan hukuman tersebut. 
D. Hasil Penelitian  
1. Posisi Kasus  
Berawal pada tahun 2017 sampai pada tahun 2018 terdakwa 
membeli obat jenis tramadol dan pada bulan Mei dari Lel. Kemal (DPO) 
pada hari Rabu, 16 Mei 2018 sekitar jam 13:30 wita seharga Rp. 
1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).  
                                                             
Muh. Amiruddin, “Pembuktian Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas”, 
Jurisprudentie, ol. 5 No. 1, 1 Juni 2018, hal.192 
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Bahwa selanjutnya terdakwa menjual tramadol trihexyphenidyl 
(THD) kepadaa orang lain seharaga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) 
persaset yang setiap saset tersebut berisi 4 (empat) butir tramadol/ 
trihexyphenidyl (THD) sekitar 1 (satu) tahun lamanya. 
Bahwa obat jenis tramadol dan trihexyphenidyl adalah termasuk 
obat daftar G (obat keras) dan yang berhak menjual adalah apotek yang 
memiliki Apoteker Penanggung jawab Apotek (APA) dan terdakwa 
bukanlah seorang Apoteker atau bukan seorang yang memiliki 
kompetensi dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan, 
hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada Polres 
Gowa pada Senin, 21 Mei 2018 sekitar pukul 20:20 Wita dirumah 
terdakwa beserta barang bukti berupa 530 (lima ratus tiga puluh) butir 
pil warna putih yang diduga trihexyphenidyl (THD) dan uang tunai 
sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan oleh 
petugas dari Polres Gowa diteras samping rumah terdakwa tepatnya 
dimesin cuci dan benar bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut 
adalah milik terdakwa dan selanjutnya barang bukti terdakwa dibawa ke 
Polres Gowa untuk diproses lebih lanjut.  
Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secera laboratoris 
kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, 
ternyata 10 (sepuluh) tablet warna putih logo A dengan tebal rata-rata 
3.60 mm dan diameter rata-rata 8.20 mm dengan berat netto seluruhnya 
1,7960 gram positif trihexyphenidyl sebagaimana termuat dalam berita 
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acara pemeriksaan Laboratorium Forensik momor: Lab: 
2082/NOF/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani 
oleh I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md., 
dan Hasura Mulyani, A.Md. selaku pemeriksa pada pusat Laboratorium 
Forensik Polri Cabang Makassar dan diketahui Drs. Samir, S.St., Mk., 
M.A.P selaku kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar.  
2. Dakwaan Penuntut Umum  
Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh 
Pentuntut Umum didakwakan berdasarkan surat dakwaan sebagai 
berikut:  
Bahwa terdakwa Zaenal Tajuddin Bin Tajuddin pada hari senin 
tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 20:28 Wita atau pada suatu waktu 
tertentu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Desa Kanjilo Kec. 
Barombong Kabupaten Gowa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat 
tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Sungguminasa, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan 
sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard 
an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu 
sebagaiman dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang 
dilakukann terdakwa dengan cara-cara ssebagai berikut:  
Berawal pada tahun 2017 sampai pada tahun 2018 terdakwa 
membeli obat jenis tramadol dan pada bulan Mei dari Lel. Kemal (DPO) 
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pada hari Rabu, 16 Mei 2018 sekitar jam 13:30 wita seharga Rp. 
1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).  
Bahwa selanjutnya terdakwa menjual tramadol trihexyphenidyl 
(THD) kepadaa orang lain seharaga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) 
persaset yang setiap saset tersebut berisi 4 (empat) butir tramadol/ 
trihexyphenidyl (THD) sekitar 1 (satu) tahun lamanya. 
Bahwa obat jenis tramadol dan trihexyphenidyl adalah termasuk 
obat daftar G (obat keras) dan yang berhak menjual adalah apotek yang 
memiliki Apoteker Penanggung jawab Apotek (APA) dan terdakwa 
bukanlah seorang Apoteker atau bukan seorang yang memiliki 
kompetensi dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan, 
hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada Polres 
Gowa pada Senin, 21 Mei 2018 sekitar pukul 20:20 Wita dirumah 
terdakwa beserta barang bukti berupa 530 (lima ratus tiga puluh) butir 
pil warna putih yang diduga trihexyphenidyl (THD) dan uang tunai 
sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan oleh 
petugas dari Polres Gowa diteras samping rumah terdakwa tepatnya 
dimesin cuci dan benar bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut 
adalah milik terdakwa dan selanjutnya barang bukti terdakwa dibawa ke 
Polres Gowa untuk diproses lebih lanjut.  
Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secera laboratoris 
kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, 
ternyata 10 (sepuluh) tablet warna putih logo A dengan tebal rata-rata 
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3.60 mm dan diameter rata-rata 8.20 mm dengan berat netto seluruhnya 
1,7960 gram positif trihexyphenidyl sebagaimana termuat dalam berita 
acara pemeriksaan Laboratorium Forensik momor: Lab: 
2082/NOF/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani 
oleh I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md., 
dan Hasura Mulyani, A.Md. selaku pemeriksa pada pusat Laboratorium 
Forensik Polri Cabang Makassar dan diketahui Drs. Samir, S.St., Mk., 
M.A.P selaku kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar.  
3. Tuntutan Penuntut Umum  
Tuntutan pidana yang  diajukan oleh Penuntut Umum dan mengadili 
perkara ini yaitu: 
a. Menyatakan Zaenal Tajuddin Bin Tajuddin bersalah melakukan 
tindak pidana kesehatan sebagaiman diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 
dalam surat dakwaan; 
b. Menjatuhkan pidana terhadap Zaenal Tajuddin Bin Tajuddin, oleh 
karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara 
dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan 
perintah terdakwa untuk ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 
(seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan; 
c. Menetapkan barang bukti berupa:  
1) Sebuah kantong plastik berwarnahitam yang didalamya terdapat 
1 (satu) plastik bening yang berisikan 530 (lima ratus tiga puluh) 
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butir pil warna putih dengan logo hima obat daftar G jenis 
tramadol.  
2) Uang tunai sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah). 
d. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).  
4. Barang Bukti 
a. Sebuah kantong plastik berwarnahitam yang didalamya terdapat 1 
(satu) plastik bening yang berisikan 530 (lima ratus tiga puluh) butir 
pil warna putih dengan logo hima obat daftar G jenis tramadol.  
b. Uang tunai sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah). 
c. Saksi-saksi:  
1) Ahmad Syahril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan 
sebagai berikut: 
a) Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan adalah masalah 
obat daftar G jenis THD; 
b) Bahwa kejadiannya pada Senin, 21 Mei 2018 siktar pukul 
20:30 Wita di Tangala, Desa Kanjilo, Kecamatan 
Barombong, Kabupaten Gowa; 
c) Bahwa petugas telah menemukan terdakwa menyimpan obar 
daftar G jenis THD; 




e) Bahwa pada saat kejadian petugas melakukan penangkapan 
dan penggeledahan terhadap terdakwa; 
f) Bahwa setelah melakukan penggeledahan, petugas 
menemukan barang bukti berupa kantong plastik yang berisi 
obat daftar G jenis THD sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh) 
butir serta uang tunai dari hasil penjualan obat daftar G 
trersebut sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah); 
g) Bahwa obat daftar G tersebut ditemukan oleh petugas diluar 
rumah terdakwa dekat mesin cuci; 
h) Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas pada saat 
kejadian diakui adalah milik terdakwa; 
i) Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa memperoleh obat 
daftar G tersebut; 
j) Bahwa menurut keterangan dari terdakwa ia memiliki obat 
daftar G tersebut dengan tujuan untuk dijual 
k) Bahwa terdakwa sudah kuran lebih 3 (tiga) bulan menjual 
obat daftar G lalu kejadian; 
l) Bahwa terdakwa bukan Apoteker dan tidak mempunyai 
Apotek 
m) Bahwa aterdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat; 
n) Bahwa terdakwa menjual obat dalam satu sachet seharga Rp. 
20.000 (dua puluh ribu rupiah); 
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o) Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang yang membeli 
namun menurut informasi sering banyak anak-anak yang 
datang keterdakwa untuk membeli obat daftar G tersebut; 
p) Bahwa barang bukti berupa obat daftar G dan uang tunai 
tersebut dibenarkan oleh saksi; 
q) Bahwa terdakwa menjual obat daftar G sebesar Rp. 
15.000,00 (lima belas ribu rupiah) persachet; 
r) Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya. 
2) Asryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai 
berikut: 
a) Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan adalah masalah 
obat daftar G; 
b) Bahwa kejadiannya pada Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar 
pukul 20:30 Wita di Tangala, Desa Kanjilo, Kecamatan 
Barombong, Kabupaten Gowa; 
c) Bahwa saksi tahu kejadian karena pada saat itu saksi ikut 
melakukan penangkapan terhadap terdakwa; 
d) Bahwa terdakwa ketahuan memiliki obat daftar G karena 
sebelumnya petugas mendapatkan informasi bahwa ditempat 
kejadian sering banyak anak-anak yang datang membeli obat 
daftar G sehungga petugas melakukan penyelidikan terhadap 
informasi tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan dan 
penggeledahan terhadap terdakwa pada saat kejadian; 
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e) Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, petugas 
menemukan barang bukti berupa kantong plastik yang 
berisiobat daftar G jenis THD sebnayak 530 (lima ratus tiga 
puluh) butir serta uang tunai dari hasil penjualan obat 
tersebut sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu 
rupiah); 
f) Bahwa pada saat kejadian petugas menemukan barang bukti 
berupa obat daftar G tersebut diluar rumah terdakwa didekat 
mesin cuci; 
g) Bahwa barang bukti berupa obat daftar G tersebut diakui 
asdalah milik terdakwa; 
h) Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa memperoleh obat 
tersebut; 
i) Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak melakukan 
perlawanan; 
j) Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas saat 
kejadian belum disachet; 
k) Bahwa terdakwa tidak memiliki toko obat; 
l) Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat; 
m) Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya. 




a) Bahwa terdakwa ditangkap adalah masalah obat daftar G 
jenis THD; 
b) Bahwa kejadiannya pada Senin, 21 Mei 2018 sekitar pukul 
20:30 Wita di Tangalla, Desa Kanjilo, Kecamatan 
Barombong, Kabupaten Gowa; 
c) Bahwa saksi tau kalau memiliki obat daftar G jenis THD 
karena saksi pernah membeli dari terdakwa; 
d) Bahwa pada saat saksi membeli obat daftar G dari terdakwa 
yaitu dalam 1 (satu) sachet sebanyak 4 (empat) butir seharga 
Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah); 
e) Bahwa saksi membeli obat daftar G dari terdakwa adalah 
untuk ingin saksi pakai sendiri; 
f) Bahwa saksi membeli obat daftar G dari terdakwa sebanyak 
dua kali; 
g) Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam obat-
obatan dan ia tidak mempunyai izin untuk menjual obat; 
h) Tehadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya. 
d. Keterangan Terdakwa  
Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan 
sebagai berikut: 
1) Bahwa terdakwa  dihadapkan dipersidangan adalah masalah 
obat daftar G ; 
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2) Bahwa kejadiannya pada Senin, 21 Mei 2018 sekitar pukul 20:30 
Wita di Tangalla, Desa Kanjoli, Kecamatan Barombong, 
Kabupaten Gowa; 
3) Bahwa pada saat kejadian petugas menemukan terdakwa 
menyimpan obat daftar G; 
4) Bahwa obat daftar G yan ditemukan oleh petugas pada saat 
kejadian terdakwa peroleh dari salah seorang teman terdakwa 
yang tinggal di Makassar; 
5) Bahwa obat daftar G tersebut terdakwa peroleh dengan cara 
membeli dari teman terdakwa yang bernama Kemal tinggal di 
Makassar; 
6) Bahwa obat daftar G terdakwa beli seharga Rp. 1.500.000,00 
(satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) butir; 
7) Bahwa tujuan terdakwa membeli obat tersebut adalah untuk 
terdakwa jual; 
8) Bahwa terdakwa menjual obat daftar G dari teman ke teman dan 
dia sendiri yang datang kerumah terdakwa; 
9) Bahwa terdakwa menjual obat daftar G seharga Rp. 15.000,00 
(lima belas ribu rupiah) sebanyak  4 (empat) biji; 
10) Bahwa terdakwa tidak tahu kegunaan dari obat tersebut; 
11) Bahwa terdakwa menjual obat adalah terdakwa jadikan 
pekerjaan sampingan karena pekerjaan sehari-hari terdakwa 
adalah tukang bangun tenda pesta; 
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12) Bahwa kejadian tersebut terdakwa sangat merasa bersalah; 
13) Bahwa selain menjual terdakwa juga sering menggunakan obat 
daftar G; 
14) Bahwa terdakwa memakai/mengkonsumsi obat daftar G agar 
supaya tedakwa bersemangat jika bekerja; 
15) Bahwa terdakwa tidak mempunyai pengetahuan tentang obat; 
16) Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menjual obat; 
17) Bahwa barang bukti berupa obat daftar G tersebut adalah milik 
terdakwa sedangkan uang yang dijadikan barang bukti adalah 
hasil dari penjualan obat tersebut.  
5. Putusan Hakim  
a. Pertimbangan hakim 
Berdasarkan putusan hakim, maka ada beberapa pertimbangan 
sehingga hakim dapat mejatuhkan hukum yaitu sebagai berikut:  
Menimbang bahwa penuntut umum telah menyusun 
dakwaannya dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik 
Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsurnya 
adalah sebagai berikut: 
1) Unsur setiap orang  
Menimbang bahwa unsur setiap orang yang dimaksud 
dalam perkara ini adalah menunjuk pada subjek hukum pidama 
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yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai dader atau 
pelaku, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana; 
Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud 
dengan setiap orang dalam perkaea ini adalah terdakwa  Zainal 
Tajuddin Bin Tajuddin sebagai subyek hukum pidana yang 
didakwakan oleh Penuntut Umum sebagai seorang perseorangan 
yang telah melakukan tindak pidana yang ternyata sama dengan 
identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan 
Penuntut Umum, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang 
memberikan keterangan dibawah sumpah serta keterangan 
terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang 
dihadapkan dipersidangan ini benar terdakwa sesuai identitasnya 
yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga 
tidak terdapat kekeliruan orang (error in persona) sebagai 
subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini; 
Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “setiap 
orang” telah terpenuhi. 
2) Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan 
Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak 
Memenuhi Standard An/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat 
Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam 
Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3) 
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Menimbang bahwa terhadap unsur ini terlebih dahulu 
Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah 
memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat 
kesehatan; 
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ke 4 UU No. 36 
Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan 
farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, 
sedangkan dalam pasal 1 angka 5 UU aquo yang dimaksud 
dengan alat kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin 
dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan 
untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan 
meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan 
kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan 
memperbaiki fungsi tubuh; 
Menimbang bahwa dengan adanya keterangan saksi dan 
beberapa alat bukti maka usnur  “dengan sengaja memproduksi 
atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang 
tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat 
atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 






b. Amar Putusan  
1) Meyatakan terdakwa Zainal Tajuddin Bin Tajuddin telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “kesehatan”; 
2) Menjatuhkan pidana terhadap tedakwa Zainal Tajuddi Bin 
Tajuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) 
bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti 
dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; 
3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani oleh terdakwa dikurungkan seluruhnya dari pidana yang 
dujatuhkan; 
4) Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan; 
5) Menetapkan barang bukti berupa: 
a) Sebuah kantong plastik warna hitam yang didalamnya 
terdapat 1 (satu) plastik bening yang berisi 530 (lima ratus 
tiga puluh) butir pil warna putih dengan logo hima yang 
diduga obat daftar G jenis tramadol; 
Dimusnahkan. 
b) Uang tunai sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu 
rupiah); 
Dirampas untuk Negara. 
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6) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 


















BAB V  
PENUTUP  
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat ditarik sebuah 
kesimpulan, yaitu:  
1. Bentuk penyalahgunaan obat daftar G yang telah di bahas dalam 
pembahasan sebelumnya, maka dari itu penyalahgunaan obat yang 
paling dominan dilakukan yaitu peredaran obat, penggunaan obat dan 
mempproduksi obat-obatan. 
2. Sanksi pidana yang diberikan kepada penyalahgunaan atau pengedaran 
obat daftar G tanpa ijin ini menggunakan Undang-undang Republik 
Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang dijatuhkan 
hukuman berdasarkan Pasal 196 yang menjelaskan tentang sanksi 
pidana yang akan dijatuhkan bagi pengedar dan memproduksi sediaan 









B. Saran  
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan dengan 
penulisan skripsi ini yaitu: 
1. Maraknya penyalahgunaan dan pengedaran tanpa ijin obat-obatan keras 
atau daftar G, membuat masyarakat sekitar resah dan takut akan 
pergaulan anaknya. Apabila kita ingin melihat anak menjadi penerus 
bangsa yang baik maka jauhkanlah dia dari hal-hal yang merusak 
moralnya, seperti halnya menggunakan obat-obatan secara terlarang. 
Jadi bagi masyarakat yang mengetahui bahwa adanya pengedaran obat 
daftar G ini di tengah masyarakat agar kiranya segera melaporkannya 
kepada pihak yang berwajib agar dapat di tindak lanjuti dan di beri 
sanksi bagi pengedar dan penyalahgunaan obat tersebut agar dapat 
menanggulangi pengedar dan penyalahgunaan obat daftar G tersebut. 
2. Sebagai penegak hukum sudah seharusnya memberantas hal semacam 
ini agar tak ada lagi anak-anak yang terjerumus oleh hal semacam ini, 
memberikan efek jera kepada pemakai dan pengedar dan menjatuhkan 
sanksi yang pantas bagi perilakunya agar dapat membuatnya takut untuk 
mengulanginya lagi dan takut untuk menggunakan obat-obatan tersebut 
agar para generasi bangsa dapat mengharumkan nama bangsa bukan 
malah sebaliknya karena banyaknya efek negatif yang akan di timbulkan 
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